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ABSTRAK

Pokok permasalahan yang akan diteliti pada skripsi ini yaitu, mengenai
pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan kerja yang mengakibatkan
hilangnya nyawa seseorang. Kemudian di jabarkan dalam rumusan masalah yaitu
(1) Apa Dasar Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak
pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. (2) Bagaimana
Pertanggungjawaban pidana terhadap pimpinan kerja (mandor) yang lalai
menyebabkan hilangnya nyawa pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada
pelaku dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang lalai menyebabkan
hilangnya nyawa seseorang. Dalam penulisan ini menggunakan pendekatan secara
normatif. hasil penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terkait
putusan yang diputuskan terhadap pelaku dan pertanggungjawaban pidana yang
dijatuhkan berupa Pasal 359 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP dengan
sanksi 6 (enam) bulan penjara dan sangat efektif. Faktor-faktor yang
mempengaruhi kecelakaan kerja yang sering terjadi yaitu faktor lingkungan,
manusia dan peralatan. Dimana faktor yang sangat mempengaruhi terdapat di
lingkungan karena udara yang pengap serta minimnya penerangahan, Sehingga
Kurangnya kehati-hatian dan lalai menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

Kata kunci: Kecelakaan kerja, pertanggungjawaban pidana, pertimbangan hakim.

Pembimbing Utama, Pembimbing Pembantu

Dr. H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum Vera Novianti, S.H,.M.Hum.
NIP. 19550616179121000 NIP. 107711032008012010

Mengetahui,
Ketua Bagiagn Hukum Pidana

N H., M.H.
96509181991022001
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia sebagai negara hukum dimana negara yang
penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara
hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum
(supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Untuk
mencapai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang
adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal
ini selain sumber daya alam, faktor sumber daya manusia Juga mempunyai andil yang
penting dalam proses perkembangan dan kemajuan negara,salah satunya adalah

tenaga kerja.

Peran tenaga kerja sebagai modal usaha dalam melaksanakan pembangunan
harus didukung juga dengan jaminan hak setiap pekerja, pemenuhan perlindungan
terhadap tenaga kerja menjadi tanggung jawab pemerintah yang kemudian dituangkan

dalam peraturan kemudian harus dijalankan oleh setiap perusahaan, pemerintah serta



perusahaan harus saling bersinergi agar terwujudnya jaminan keselamatan dan kesehatan

bagi pekerja.'

Tenaga kerja sebagai sumber daya manusia, perlu mendapat perhatian khusus
baik kemampuan, keselamatan, maupun kesehatan kerjanya. Risiko bahaya yang
dihadapi oleh tenaga kerja adalah bahaya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, akibat
kombinasi dari berbagai faktor yaitu tenaga kerja dan lingkungan kerja.? Menurut
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 (7) Kecelakaan kerja adalah
Kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi

dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya.’

Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian tidak diduga dan tidak dikehendaki
yang mengacaukan proses suatu aktivitas yang telah diatur. Pencegahan kecelakaan
kerja bisa dilakukan dengan melihat hierarki pengendalian. Hierarki pengendalian
kecelakaan kerja adalah eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administrasi dan yang
terakhir adalah dengan penggunaan alat pelindung diri.* Untuk itu perusahaan harus
menekan resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, karena kecelakaan akan

menyebabkan kelambatan produksi, padahal ketepatan waktu dapat menghemat biaya

! Samodra Kharisma Aji Sugiyanto dkk, “ Aspek Hukum Pidana Dalam Kecelakaan Kerja“, jurnal
Daulat Hukum, Vol.1, No 1 Maret 2018.
jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/download/2636/1985 ,12 November 2018 pukul 19:22.

2 Suma’mur. P.K.Hygiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja. Jakarta : PT. Sagung Seto;

2009

3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Program jaminan sosial Tenaga Kerja
Indinesia

4 Lilian Enggal Ekasari, “ Analis Faktor yang Mempengaruhi Kecelakaan Kerja”, The
Indonesian Jurnal of Occupational Safe and Safety Health, Vol 6. No. 1 Jan-April 2017 : 123-13.
https://www.researchgate.net/publication/328739391 ANALISIS FAKTOR_YANG_MEMENGARU
HI KECELAKAAN KERIJA, di akses pada tanggal 12 November 2018 Pukul 19: 25.



https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjr7MOKkPLfAhVUSX0KHc3xAzEQFjAAegQIChAC&url=http%3A%2F%2Fjurnal.unissula.ac.id%2Findex.php%2FRH%2Farticle%2Fdownload%2F2636%2F1985&usg=AOvVaw0XJDUxflgcFhD9Y0r-UnIu
https://www.researchgate.net/publication/328739391_ANALISIS_FAKTOR_YANG_MEMENGARUHI_KECELAKAAN_KERJA
https://www.researchgate.net/publication/328739391_ANALISIS_FAKTOR_YANG_MEMENGARUHI_KECELAKAAN_KERJA

yang besar, sebaliknya ketidaktepatan dalam memenuhi jadwal dapat berakibat

kerugian yang besar pada perusahaan dan pelanggan.’

Ketimpangan tersebut menjadi penyebab dasar terjadinya kecelakaan kerja.
Dengan semakin meningkatnya kasus kecelakaan kerja dan kerugian akibat
kecelakaan kerja, serta meningkatnya potensi bahaya dalam proses produksi,
dibutuhkan pengelolaan K3 secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi dalam
manajemen perusahaan. Kecelakaan kerja bisa juga terjadi akibat tindakan
berbahaya yang dalam beberapa hal dapat dilatar belakangi oleh kurangnya
pengetahuan dan keterampilan, cacat tubuh, keletihan dan kelelahan/kelesuan, sikap

dan tingkah laku yang tidak aman.®

Walaupun sudah banyak peraturan yang diterbitkan, namun pada pelaksaannya
masih banyak kekurangan dan kelemahannya karena terbatasnya personil
pengawasan, sumber daya manusia K3 serta sarana yang ada. Oleh karena itu, masih
diperlukan upaya untuk memberdayakan lembaga-lembaga K3 yang ada di
masyarakat, meningkatkan sosialisasi dan kerjasama dengan mitra sosial guna
membantu pelaksanaan pengawasan norma K3 agar terjalan dengan baik. Titik berat

tenaga kerja adalah mengenai soal kemampuan manusia atau seseorang untuk

> Depnaker RI, 1996, Indonesian Journal of Industrial Hygien Occupational Health and
Safety Vol . XXIX No. 4, Jakarta: Depnaker,hlm 42.

® Saloni Waruwu, Ferida Yuamita , “ Analisis Faktor Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang
Singnifikan Mempengaruhi Kecelakaan Kerja” , Jurnal Spektrum Industri, Vol. 14, No. 1, 2016 1-
180, journal.uad.ac.id/index.php/Spektrum/article/view/3705, diakses pada tanggal 12 November
2018 pukul 19:27



https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju2Z6-k_LfAhWLQI8KHQxuBY8QFjAAegQIChAB&url=http%3A%2F%2Fjournal.uad.ac.id%2Findex.php%2FSpektrum%2Farticle%2Fview%2F3705&usg=AOvVaw0TE7JZ-FJnFyLfEV-6bQpa
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju2Z6-k_LfAhWLQI8KHQxuBY8QFjAAegQIChAB&url=http%3A%2F%2Fjournal.uad.ac.id%2Findex.php%2FSpektrum%2Farticle%2Fview%2F3705&usg=AOvVaw0TE7JZ-FJnFyLfEV-6bQpa
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju2Z6-k_LfAhWLQI8KHQxuBY8QFjAAegQIChAB&url=http%3A%2F%2Fjournal.uad.ac.id%2Findex.php%2FSpektrum%2Farticle%2Fview%2F3705&usg=AOvVaw0TE7JZ-FJnFyLfEV-6bQpa

menghasilkan sesuatu baik barang atau jasa sehingga apabila ditinjau kegiatan yang
dilakukan, maka tenaga kerja dapat digolongkan dalam dua sektor, yaitu tenaga kerja

yang bergerak dalam sektor formal dan informal.

Tenaga kerja yang bergarak dalam sektor informal adalah tenaga kerja yang
melakukan aktivitas kegiatannya atas kemauan dan kehendak dari diri sendiri. Dalam
hal ini tenaga kerjanya tidak terikat dengan aturan-atauran resmi dengan pihak lain,
mengenai kemauan maupun proses bekerjanya di-tentukan sendiri. Lain halnya
dengan tenaga kerja disektor formal, dalam melakukan seluruh aktivitasnya terikat
dalam peraturan-peraturan resmi dari pihak lain seperti misal-nya buruh disebuah
perusahaan mengenai jam kerja upah, jam istirahat dan lain sebagainya ditentukan
pihak perusahaan dengan serikat buruh secara bersama-sama. Tenaga kerja
mempunyai kewajiban melakukan pekerjaan yang dijanjikan menurut kemampuannya
sebaik-baiknya.

Dengan demikian pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang telah
diperjanjikan. Menurut kenyataan kekurangan atau tidak adanya pekerjaan tidak
menimbulkan keluh kesah dari pihak pekerja, asalkan upahnya tetap diberikan. Buruh
tidak kehilangan haknya atas upah yang ditentukan menurut lamanya waktu jika
bersedia melakukan pekerjaan yang dijanjikan tidak menggunakannya, baik karena

salahnya sendiri maupun karena halangan yang tidak disengaja.’

7 Sri Arfiah dan Yulianto Bambang Setiadi “ Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja Dalam
Jaminan Sosial Tenaga Kerja ( Jamsostek)”, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 22, No. 1 Juni 2012:



Tabel 1.1

Jumlah Kecelakaan Kerja Per Tahun 2015-2017

No. Tahun Jumlah Kecelakaan
1. 2015 110.285 Kasus

2. 2016 105.182 Kasus

3. 2017 80.396 Kasus

Sumber : Bpjs Ketenagakerjaan®

Angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di Indonesia dirasa masih
cukup tinggi. Salah satu penyebabnya adalah masih rendahnya kesadaran pengusaha
dan karyawan akan pentingnya penerapan K3. Tidak dilakukan dilakukan uji statistik
dikarenakan tidak adanya responden yang mempunyai lama kerja yang tidak
memenuhi syarat, dalam hal ini lama kerja melebihi 8 jam per hari, seperti yang diatur
dalam Undang-Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003.° Lingkungan kerja yang
tidak aman merupakan salah satu faktor penting untuk ikut berperan dalam kejadian
kecelakaan kerja.

Kecelakaan disebut juga kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan.

Tidak terduga, oleh karena dibelakang peristiwa itu tidak terdapat unsur kesengajaan.

10-17, http://journals.ums.ac.id/index.php/jpis/article/view/854, di akses tanggal 12 November 2018
pukul 19: 32

8

Bpjs ketenagakerjaan = “jumlah kecelakan kerja di indonesia masih  tinggi”
https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/18057/Menaker-Hanif-dorong-pemda-bikin-komitmen-

Keselamatan-dan-Kesehatan-Kerja-(K3)-di-Wilayahnya akses pada tangga 13 Januari pukul 16:40
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Kecelakaan dapat terjadi dikarenakan oleh pekerjaan atau pada waktu melaksanakan
pekerjaan.!® Penyebab kecelakaan adalah karena kondisi kimiawi, fisis atau mekanis
yang membahayakan seperti penjagaan mekanis yang tidak cukup, kondisi
perlengkapan atau alat — alat yang kurang baik, bentuk atau konstruksi yang
membahayakan, atmosfir yang berbahaya, peralatan pelindung pribadi yang tidak
cukup.

Karena tindakan — tindakan perseorangan yang membahayakan seperti tidak
dapat mengikuti prosedur kerja yang telah ditetapkan, permainan kasar, perkelahian,
menggunakan posisi yang membahayakan, tidak dapat memakai pakaian pelindung
yang disediakan, menghilangkan alat atau perlengkapan keselamatan kerja. Selain
itu ada juga yang menyatakan faktor - faktor yang menyebabkan terjadinya
kecelakaan tenaga kerja adalah kelemahan sistem manajemen, kondisi — kondisi yang
membahayakan yang berhubungan dengan pekerjaan seperti penempatan mesin dan
bahan — bahan yang mengganggu, lingkungan pekerjaan yang kurang mendukung,
proses, sifat pekerjaan dan cara kerja.'!

Dari sikap responden saat kecelakaan di tempat kerja terjadi, sebagian besar
responden termasuk kurang konsentrasi dengan apa yang sedang mereka kerjakan.

Konsentrasi mereka terpecah dengan urusan lain selain urusan pekerjaan Akibatnya,

10 Triwibowo,C, dk.. Kesehatan Lingku-ngan dan K3. Yogyakarta; Nuha Medika.2013.

Y1'Ni Luh Putu Srijayanthi dkk, “Kecelakaan Tenaga Kerja Pada Proyek Konstruksi”, Jurnal
Illmiah  elektronik infrasturktual Tehnik sipil, Vol XII, No.1-2 . 1 Desember 2012,
portalgaruda.org/article.php?article=12516&val=911&title=KECELAKAAN  TENAGA  KERJA
PADA PROYEK KONSTRUKSI DI KABUPATEN TABANAN, di akses pada tanggal 12 November
2018 pukul 19: 38.



potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatannya tidak dapat dihindari. Sikap
yang mengarah pada kecelakaan seperti bekerja tanpa menghiraukan peraturan yang
ada, bertindak atau melakukan pekerjaan di luar aturan yang ada, kurang
konsentrasi saat bekerja.!?

Kecelakaan kerja yang terjadi dalam lingkungan kerja tidak dapat kita hindari
yang mana sampai dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, hal tersebut
merupakan tindak pidana karena lalai atau kurang hati-hatinya sehingga
menyebabkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 359
KUHP, Putusan Pengadilan Nomor : 316/Pid.B/2013/PN.DUM. Bahwa berdasarkan
kealpaan nya menghilangkan nyawa sesorang sebagaimana pertanggungjawaban
pidana terdakwa kepada korban. Terdakwa I, II bersalah melakukan tindak pidana,
bahwa pada waktu dan tempat sebagimana terdakwa saksi I, ILIII atas perintah
mandor yaitu terdakwa II mengikat slingbelt/ tali sisi kiri dan sisi kanan besi habim
yang hendak diangkat dengan menggunakan alat berat crane yang di operatori oleh
terdakwa 1. Setelah saksi I, II, III selesai mengikat slingbelt tersebut lalu terdakwa II
selaku mandor tidak ada memeriksa hasil pengikatan tersebut dikarenakan terdakwa
Il pergi ke bagian perkerjaan yang lain. Bahwa tidak beberapa lama kemudian
terdakwa II memberi aba-aba kepada terdakwa I selaku operator crane untuk

mengangkat besi habim yang telah diikat tersebut untuk dipindahkan ke tempat

12 Swaputri E, ”Analisis Penyebab Kecelakaan Kerja”, Jurnal Kesehatan Masyarakat , Vol. 5,
No.2Febuari2010:95105,http://download.portalgaruda.org/article.php?article=136146&val=5652 &title
=ANALISIS%20PENYEBAB%20KECELAKAAN%20KERJA, diakses pada tanggal 12 November
2018 pukul 19:40.



penumpukan yang hanya berjarak 15 menit meter dari crane, tanpa memastikan
terlebih dahulu tidak ada orang di areal perkerjaan tersebut. Bahwa ketika besi habim
tersebut diangkat saksi I, II, Il melihat korban sedang berkerja memotong besi lalu

di atas melintas besi habim tersebut.

Tiba-tiba tali pengaman (slingbelt) pada besi habim yang sedang diangkat
tersebut bergeser ke tengah sehingga besi hanim menjadi tidak seimbang lalu jatuh
dan menimpa korban dan mengenai bagian kepala sebelah kanan. Bahwa terdakwa I
dan terdakwa II seharusnya melakukan pemeriksaan terlebih dahuku terhadap
pengikatan besi habim sebelum di angkat dan melakukan pengamanan areal kerja
tersebut sebagimana standar operasional pelaksanaan perkerjaan pengangkatan di
perusahaan. Bahwa dikarenakan kealpaan yang di lakukan oleh terdakwa I dan
terdakwa Il mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yaitu korban yang meninggal
dunia. Perbuatan para terdakwa sebagimana di ancam pidana melanggar pasal 359
KUHP.

Menurut Multiple Causation Theory yang diperkenalkan oleh Petersen,
penyebab kecelakaan kerja dapat dikelompokan menjadi dua golongan besar, yaitu
Unsafe Act dan Unsafe Condition. Unsafe Act adalah suatu tindakan seseorang yang
menyimpang dari aturan yang sudah ditetepkan dan dapat mengakibatkan bahaya

bagi dirinya sendiri. Unsafe Condition adalah kondisi lingkungan kerja yang tidak



aman dan dapat menyebabkan kecelakaan kerja secara langsung maupun tidak
langsung.'?

Berdasarkan teori diatas, faktor yang dapat mempengaruhi kecelakaan kerja
pada sektor konstruksi adalah faktor organisasi yang terdiri dari kebutuhan
penggunaan jasa, kondisi ekonomi, manajemen proyek, manajemen tenaga kerja,
budaya kesehatan dan keselamatan kerja serta manajemen risiko; faktor tenaga kerja
yang terdiri dari sikap dan motivasi, pengetahuan dan keterampilan, serta kesehatan
dan kelelahan kerja; faktor lokasi kerja yang terjadi dsari lokasi yang berbahaya,
jadwal kerja dan perawatan bangunan; faktor material dan perlengakpan kerja yang
terjadi dari desian dan spesifikasi material, persediaan, perawatan dan ketersediaan
bahan dan alat kerja.'*

Pada kenyataannya kecelakaan kerja yang terjadi di proyek pembangunan
gedung , sering terjadinya kecelakaan kecil sampai kecelakaan ringan seperti terjatuh,
tergores terjepit, tertusuk paku, kejatuhan benda, dll. Hal tersebut disebabkan oleh
pekerja yang tidak hati-hati dan kondisi lingkungan yang tidak aman. Terjadinya
pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana/perbuatan yang terjadi

terhadap seseorang. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan orang

13 Hosseinian, SS And Torghabeh, ZJ. Major Theories Of Construction Accident Causation
Models: A Literature Review. International Journal Of Advances In Engineering & Tech-nology. 2012;
4(2):53 https://media.neliti.com/media/publications/212948-kecelakaan-kerja-pada-pekerja-
konstruksi.pdf diakses pada tanggal 16 januari 2019 pukul 14:23.

14 Haslam, R. A. , Hide, S. A., Gibb, A. G. F., Gyi, D. E., Pavitt, T., Atkinson, S. and Duff, A.
R., “Contributing factors in construction acci-dents”. Journal of Applied Ergonomics. 2005; 36: 401-

415. https://media.neliti.com/media/publications/212948-kecelakaan-kerja-pada-pekerja-konstruksi.pdf
diakses pada tanggal 16 januari 2019 pukul 14:30.
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yang bertanggung jawab atas suatu peristiwa, jika telah melakukan suatu tindak
pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang
dapat dilakukannya pemidanaan. Maka pertanggungjawaban pidana terhadap
kecelakaan kerja, dari gambaran latar belakang masalah diatas penulis akan
membahas dan mengangkat judul tentang :

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KECELAKAAN

KERJA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG”.

A. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penlis mengangkat
beberapa permasalahan yaitu :
1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan
terhadap tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pimpinan kerja (mandor)

yang lalai menyebabkan hilangnya nyawa pekerja?

B. Tujuan Penelitiaan
Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :
1. Untuk mengetahui dan manganalisis dasar pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.



2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap
pimpinan kerja (mandor) yang menyebabkan hilangnya nyawa tenaga

kerja.

D. Manfaat Penelitiaan
Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan skripsi ini adalah :
1. Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan akan dapat digunakan sebagai bahan masukan
bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan
pengembangan ilmu hukum.

b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum,
khususnya yang berkaitan dengan kecelakaan kerja, serta dapat menambah
bahan-bahan kepustakaan.

c. Untuk mendalami dan mempraktekkan teori-teori yang telah diperoleh
selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya.

2. Praktis

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum

pidana khususnya mengenai tindak pidana kecelakaan kerja menyebabkan

kematian.



b. Bagi hakim dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat
keputusan bilamana ditemukan kasus yang menyerupai permasalahan yang
diangkat dalam skripsi ini.

c. Bagi Mahasiswa dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dan literatur
bilamana mendapat tugas yang menyerupai permasalahan yang diangkat

dalam skripsi ini.
E. Kerangka Teoritik

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan
untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti.!?
Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan,pendapat, cara, aturan,
asas keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan
pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan'®.

1. Teori Pembuktiaan
Kata ”pembuktian” berasal dari kata ”bukti” artinya “sesuatu yang
menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, kemudian mendapat awalan “pem” dan

akhiran ”an”, maka pembuktian artinya “proses perbuatan, cara membukti-kan

sesuatu yang menyatakankebenaran suatu peristiwa”, demikian pula pengertian

15 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986,
hlm.125

16 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan penelitiaan Hukum, Bandung:PT. Citra Aditya
Bakti,2004, hlm. 73.



2. 2 2 2

membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya
memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti”.!”

Pembuktian merupakan bagian penting dalam pencarian kebenaran materiil
dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Sistem Eropa Kontinental yang dianut oleh
Indonesia menggunakan keyakinan hakim untuk menilai alat bukti dengan
keyakinannya sendiri. Hakim dalam pembuktian ini harus memperhatikan
kepentingan masyarakat dan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti orang yang
telah melakukan tindak pidana harus mendapatkan sanksi demi tercapainya keamanan,
kesejahteraan, dan stabilitas dalam masyarakat. Sedangkan kepentingan terdakwa
berarti bahwa ia harus diperlakukan dengan adil sesuai dengan asas Presumption of
Innocence. Sehingga hukuman yang diterima oleh terdakwa seimbang dengan
kesalahannya.

Banyak ahli hukum yang mendefinisikan pembuktian ini melalui makna kata
membuktikan. Membuktikan menurut Sudikno Mertokusumo'® disebut dalam arti
yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara
yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang

diajukan. Lain halnya dengan definisi membuktikan yang diungkapkan oleh Subekti.

17 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Departemen P & K, , Jakarta, Balai
pustaka, 1990, him. 133.
18 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty,hlm 35.



Subekti'” menyatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang
kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan®’.

Berdasarkan definisi para ahli hukum tersebut, membuktikan dapat
dinyatakan sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang
sebenarnya dan didasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, sehingga
pada akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang
salah.Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk
menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap
kebenaran peristiwa tersebut.?!

Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi
mempertanggungjawabkannya.?> Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi
penggarisan dan pedoman tentang cara- cara yang dibenarkan undang-undang
membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.?> Pembuktian juga
merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang
dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.Hukum
pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-

macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian,

19 Subekti., 2001, Hukum Pembuktian, Jakarta :Pradnya Paramitha, hlm. 1

20 Ibid.

21 Martiman Prodjohamidjojo, 1984, Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana, Jakarta: Pradnya Paramitha, him. 11

22 Darwan Prinst, 1998, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Jakarta: Djambatan, him.133

3 M.Yahya Harahap, 2006, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP:
Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua, Jakarta:
Sinar Grafika, hlm.273



syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk
menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.?*

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan
mengenai pengertian pembuktian. KUHAP hanya memuat peran pembuktian dalam
Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah
yang bersalah melakukannya.

2. Teori pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas),
yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang
didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangkan dengan asas legalitas
yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa
pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak
menuntup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability)
dan pertanggungjawaban yang ketat (strict liability). Masalah kesesatan (error) baik

kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan

24 Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana,
Bandung: Mandar Maju, hlm.10.



pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatan itu patut dipersalahakan
kepadanya®.

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus
digunakan untuk mewujdkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan
spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi
perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana
dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja
dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas
(overbelasting) dalam melaksanakannya.?¢

1. Unsur — unsur pertanggungjawaban pidana

Ruslan Saleh menyatakan bahwa; tidaklah ada gunanya untuk
mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya
itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula
dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya
perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus
dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk
adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka terdakwa
haruslah :

a.Melakukan perbuatan pidana;

% Barda NawawiArief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan
Kejahatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.hlm. 23.

26 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Jakarta,
Bina Aksara, 1993 him. 49.



b.Mampu bertanggung jawab;
c.Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
d.Tidak adanya alasan pemaaf
Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada
maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat
dinyatakanmempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat
dipidana. Bentuk —bentuk kesalahan terbagi menjadi dua , yaitu :
a. Dolus/sengaja
b .Culpa/lalai

Kesengajaan (dolus) adalah segaja merupakan perbuatan yang di
kehendaki dan diketahui. Hal ini berarti seseorang yang berbuat sengaja itu
harus dikehendaki apa perbuatan dan harus diketahui juga atas apa saja yang
diperbuat. Sengaja sebagai maksud adalah bentuk sebagai maksud apabila
pembuat menghendaki akibat perbuatannya, ia tidak pernah melakukan
perbuatannya apabila pembuat mengetahui akibat bahwa akibat perbuatannya
tidak terjadi.?’
Kesalahan dalam hukum pidana mempunyai beberapa pengertian yang sudah
lazim dipakai di Indonesia, yaitu disamping kesalahan yang diartikan sebagai

suatu kesengajaan, kesalahan juga diartikan sebagai berikut;?3

YMoeljatno,Perbuatan Pidana Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Jakarta,
Binaksara,1993.HIm.51.

28 Erdianto Effendi,Hukum Pidana Indonesia (suatupengantar), Bandung, Refika Aditama,
2011,hlm.120.



a. Sifat tercela ( umumnya ini merupakaan syarat yang tidak ditulis) bagi suatu
perbuatan yang belum pasti dapat dihukum, tetapi pelakunya sudah dapat
dicela (verwijtbaar) karena melakukan perbuatan yang tidak terpuji.

b. Kesalahan (schuld) dalam arti kecerobohan (adanya niat), karenanya istilah
kesalahan atau schuld disini hanya suatu penamaan saja meskipun terkadang
dalam bahasa belanda disebut sebagai roekeloos

c. Kealpaan (nalatingheid), seperti yang disebut dalam Pasal 359 KUHP yang
juga diterjemahkan sebagai kurang hati-hati.

Bahwa tindakan pidana setidak-tidaknya terdiri dari unsur yaitu:?’
a. Unsur obyektif
Yaitu unsur-unsur yang terdapat diluar diri si pelaku
(1) Perbuatan (handeling)
(2) Akibat (gevole)
(3) Masalah-masalah (omstandingheden)
b. Unsur subjektif
Yaitu unsur-unsur yang terdapat pada diri si pelaku, yang berupa:
(1) Pertanggungjawaban di pelaku
(2) Kesalahan (schuld) yang dikaitkan dengan si pelaku
Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud sifatnya adalah bertentangan

dengan tata atau ketertiban yang di kehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan

2 Ibid,hlm. 220.



yang melawan hukum (melanggar) hukum. Tetapi tidak semua perbuatan yang
melawan hukum atau merugikan masyarakat diberikan sanksi pidana.*°
Perbuatan melawan hukum dengan unsur kelalaian berbeda dengan perbuatan
melawan hukum dengan unsur kesengajaan. Dengan kesengajaan, ada niat dalam hati
dari pihak pelaku untuk menimbulkan kerugiaan tertentu bagi korban, atau paling
tidak mengetahui secara pasti bahwa akibat dari perbuatannya tersebut akan terjadi,
akan tetapi dalam kelalaian tida ada niat dalam dari pihak pelaku untuk menimbulkan
kerugiaan, bahkan mungkin ada keinginnya untuk mencegah kerugiaan tersebut.!
Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terdakwa berdasarkan
pada Pasal 183 Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan
seorang hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan
pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah,
sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana bener-bener
terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Secara kontekstual ada tiga esensi
yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksakaan kekeuasaan hakim?2,
a. Hakim hanya tunduk pada keadilan
b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau

mengarahkan seorangpun yang dijatuhkan oleh hakim

30 Moeljrtno,A4sas-asas Hukum Pidana,(Jakarta,Rineka Cipta,2002) hlm,2-3.

31 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Humum (pendekatan kontenporer), Bandung, PT. Citra
Aditya 2005, hlm. 72-73.

32 Ahmad Rifai,Penemuaan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Jakarta,
inar Grafika, 2010, hlm 103.



c. Tidak ada konsekuansi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan

fungsi yudisialnya.

3. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim bebas dalam
menjatuhkan putusan, namun Pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan hakim dalam memberikan putusan harus
membuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu , juga harus memuat pula pasal-
pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum
tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Menurut Mackenzei, ada beberapa
teori atau pendekatan yang dapat dipergunakaan oleh hakim dalam

mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara33.

(1). Teori Kesimbangan

Yang dimaksud dengan teori kesimbangan adalah keseimbangan antara
syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-
pihak yang berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya
keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa

dan kepentingan korban.

3 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar
Grafika:Jakarta, 2010,hlm.105-106.



(2). Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakaan diskresi atau kewenangan
dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim
menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku
tindak pisana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut

umum dalam perkara pidana.

(3). Teori Pendekatan keilmuaan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana
harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatiaan khususnya
dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka
menjamin konsistensi dari putisan hakim. Pendekatan ini merupakaan
semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak
boleh sematamata atas dasar intuisi semata, tetapi harus dilengkapi dengan
ilmu pengetahuan dan wawasan keilmuaan dalam menghadapi perkara
yang harus diputuskannya.
(4). Teori Pendekatan pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya
dalam menghadapi perkara-perkara yang ada setiap hari. Dengan

pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui dampak



dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan

dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

(5). Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkam pada landasan filsafat yang mendasar yang
mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara
yang disengketakan, kemudiaan mencari peraturan perundang-undangan

yang releven dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam
penjatuhan putusan untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi para

pihak berpekara.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik guna memenuhi syarat penulisan
skirpsi baik guna memenuhi syarat penulisan pengempulan data dan pembahasannya,
maka materi dalam penulisan ini memerlukan adanya ruang lingkup. Ruang lingkup
dalam penulisan skripsi merupakan hal penting, yaitu agar pembahasan tidak
menyimpang dari tujuan penelitiaan dan diteliti dalam penelitiaan ini sesuai dengan

tujuaan penelitiaan.

G. Metode Penelitiaan.



1. Jenis penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-
normatif.3* Metode Penelitian yuridis-normatif dilakukan dengan mempelajari teori-
teori, konsep-konsep serta peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah
yang dibahas. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat
deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan penelitian yang ditujukan
kepada usaha untuk memperoleh gambaran fakta atau gejala tertentu dan
menganalisanya secara intensif dan ekstensif yang menggunakan data primer dan data
sekunder. Menurut J Supranto penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk
memperoleh gambaran tentang suatu keadaan pada suatu waktu tertentu (gambaran
pada waktu sesaat) atau perkembangan tentang sesuatu.’’
2. Pendekatan Penelitian
Pendekan penelitian yang akan digunakan yaitu perundang-undangan (statute
aproach) dan pendekatan kasus (case aproach). Pendekatan perundang-undangan
digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana
di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mepelajari penerapan norma-norma

atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-

34 J. Supranto, 2003, Metode Penelitian Hukum dan Statistik , Rineka, Jakarta Cipta hlm. 4.
35 Ibid, him.5.



kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam dalam yurisprudensi

terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus peneltian, yaitu perkara pidana.’®

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakaan adalah bahan hukum yang didapatkan

melalui sumber bahan hukum sekunder yaitu didapatkan memelui sumber diperoleh

oleh penulis melelui bahan kepustakaan atau sumber literatur yang berkaitan dengan

penelitian ini. Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari 3 bahan pustaka

sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer

a.

b.

C.

d.

Undang-undang Dasar 1945
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-undang No 13 Tahun 2013 Tentang ketenagakerjaan

Putusan Hakim Nomor : 316/Pid.B/2013/PN.DUM;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah publikasi tentang hukum yang bukan

merupakan dokumen resmi®’. Bahan sekunder meliputi bahan semi-nar,

jurnal, laporan penelitian, media surat kabar, internet, buku-buku yang

berkaitan dengan permasalahan dalam tesis ini.

36 Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia
Publishing:Malang him.321.
37 Ibid., hlm.,98.



3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan
hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus,
majalah, surat kabar, dan sebagainya.*® Dimana peneliti menggunakan

artikel-artikel dan berita-berita yang berkaitan dengan permasalahan ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini didasarkan pada bahan
hukum kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan
penelusuran bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum
tersier. Penelitian yang digunakan ini akan membahas dan menganalisis data dengan
pendekatan secara kualitatif yaitu dengan melakukan uraian secara naratif dari
sumber buku, artikel, jurnal, dan sumber literatur lain yang relevan dengan sumber
permasalahan terkait.

5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dalam penelitian ini
menggunakan penarikan kesimpulan deduktif. Penarikan kesimpulan deduktif yaitu
penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah

diketahui dan berakhir pada suatu ke simpulan yang bersifat lebih khusus.*’

38 [bid, hlm, 99.
¥Ibid., him., 10.
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